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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Pelaihari. 

 Pengadilan Agama Pelaihari berdiri sejak tahun 1976, dulu masih 

kerapatan qadhi berdasarkan Stbl 1937 Nomor 368 dan 369, pertama-tama kantor 

pengadilan agama Pelaihari masih bergabung dengan Kantor Deperteman Agama 

Kabupaten Tanah Laut, kemudian sekitar tahun 1979 – 1980 berdiri sendiri 

dengan menyewa rumah penduduk sebanyak 3 kali tempat operasional 

perkantoran. Selanjutnya pada tahun 1980/1981 telah mempunyai kantor tetap 

melalui DIP 1980/1981 Nomor 37/XXV/3/1980 tanggal 12 Maret 1980. Pada 

tanggal 31 Juli 1991 Kantor Pengadilan Agama Pelaihari tersebut terbakar 

sehingga selanjutnya untuk sementara menempati Aula Mesjid Agung Al-Manar 

Pelaihari hingga akhirnya dibangun kembali melalui dana APBN 1992/1993 

dengan luas 230 M
2
 dengan jumlah 2 unit. 

Pengadilan Agama Pelaihari terletak di jalan H.Boejasin Komplek 

Perkantoran Gagas yang berdiri diatas tanah berukuran 60 X 100 X 1 M
2
 yang 

memiliki batas antara lain sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk 

sebelah timur berbatasan dengan Kantor Dinas Kesehatan sebalah selatan 

berbatasan dengan RSU Hj.Boejasin dan sebelah barat berbatasan dengan Kantor 

Depertemen Agama Disamping memiliki gedung tempat operasional, Kantor 

Pengadilan Agama Pelaihari juga memiliki 1 buah rumah dinas type C70 yang 

dibangun pada tahun 1982/1983.
29

 

 2. Yuridiksi Pengadilan Agama Pelaihari. 

 Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Pelaihari meliputi seluruh 

wilayah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut yang beribu kota di 

Kota Pelaihari dan daerah ini mempunyai wilayah yang cukup luas dengan 11 

(sebelas) Kecamatan yang terdiri dari 143 buah desa. Jika dilihat secara 
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astronomis Kota Pelaihari terletak diantara 3.30’3’’-4
o
10’’30 Lintang Selatan dan 

114’30’2’’-115 10’30’’ Bujur Timur. Sedangkan jika dilihat dari segi geografis 

atau secara administrative (kewilayahan) Kota Pelaihari memiliki batas-batas 

sebagai berikut : 

- Sebelah Barat : dengan Laut Jawa 

- Sebelah Utara : dengan Kabupaten Banjar 

- Sebalah Timur : dengan Kabupaten Kota Baru 

- Sebelah Selatan : dengan Laut Jawa 

 3. Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Pelaihari. 

Dalam perjalanan sejarah sejak berdirinya Pengadilan Agama Pelaihari, 

telah mengalami pergantian kepemimpinan yang hingga saat sebanyak 7 kali yang 

dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini : 

Tabel 4.1  : Keadaan Kepemimpinan Di Kantor Pengadilan Agama Pelaihari 

Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. 

No. N a m a 
Gol 

Terakhir 

Pendidikan 

Terakhir 

Tahun 

Menduduki 

Jabatan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Drs. Supardi 

Drs.Nasrullah Syarkawi,SH 

Drs.H.Fahruddin Hamid,SH 

Drs.H.Abd.Kadir Ahmadie,SH 

Drs.H.Akhmad Syamhudi,SH 

Drs.H.Hardjuddin Abd.Djabar,SH 

Drs.H.Tarsi, SH.MHI 

III/b 

III/a 

- 

IV/a 

IV/a 

IV/b 

IV/a 

S.1  

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

S.2 

01-03-1976 

01-02-1984 

01-01-1990 

01-08-1997 

31-12-2003 

31-08-2005 

31-12-2007 

s/d sekarang. 

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 2008/2009 
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 Pada tahun 2008-2009 Kantor Pengadilan Agama Pelaihari mempunyai 

pegawai sebanyak 22 orang ditambah dengan 4 orang pegawai honorer. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.2  : Keadaan Pegawai Tetap dan Tidak Tetap pada Kantor Pengadilan 

Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan 

Selatan. 

No. N a m a Jabatan 
Pendidikan 

Terakhir 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Drs.H.Tarsi,SH.MHI 

Drs.H.Busra,MH 

Drs.Ahmad Ziadi 

Drs.Darsani 

M.Helmy Masda, SH.MH 

H.Antung Jumberi,SH.SHI 

Drs.A.Bashori.MA 

Endin Tajudin,S.Ag 

Reni Hidayani, SH.S.Ag 

Moh. Jatim.S.Ag 

Muhammad Arif.SH.MSI 

Samsul Muhana,S.Ag.SH 

Drs.Abdul Mujib 

Abdul Basit Fikri,SH.S.Ag 

Hj.Sunarni,SH 

Haryitno, SH 

Muhammad Yusran,SH  

Rahmatul Janah,S.Ag 

Marsikin, SH 

Abdul Hadi 

Ketua 

Wakil Ketua 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Hakim 

Pan/Sek 

Wapan 

Wasek 

Kaur Keuangan 

Kaur Umum 

Kaur Kepegawaian 

Panmud Hukum 

Panmud Gugatan 

Panmud Permohonan 

S.2 

S.2 

S.1 

S.1 

S.2 

S.2 

S.2 

S.1 

S.1 

S.1 

S.2 

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

S.1 

SLTA 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Norhasanah,SH 

Dra.Laila 

Samri 

Khairullah  

Sanusi, BA 

Aida Traianingsih 

Erwani 

Hidayatul Afiffah, SHI 

Yusuf Haryadi,SE 

M.Jauhar Fuady 

Auliana Rizqi 

Panti 

Panti 

Juru Sita 

Juru Sita 

Staf Panmud Hukum 

Kasir 

Staf Panmud Hukum 

Honor Bag Perkara 

Honor Bag Perkara 

Honor Bag Kesekretariatan 

Honor Bag Perkara 

S.1 

S.1 

SLTA 

SLTA 

D.3 

SLTA 

SLTA 

S.1 

S.1 

SLTA 

S.1 

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 2008/2009 

B. Penyajian Data. 

Untuk mengetahui bagaimana praktik penyampaian relas panggilan oleh 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti, dan faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhinya, dalam kesempatan ini penulis telah lakukan penelitian 

langsung dilapangan hingga akhirnya terkumpul data, yang mana dalam 

pengumpulan data tersebut menggunakan beberapa teknik seperti observasi, 

wawancara, dan dokumenter. 

Adapun data yang disajikan kali ini meliputi praktik penyampaian relas 

panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yang terdiri dari: 

pembagian tugas, tahap penerimaan berkas, waktu pelaksanaan tugas, teknik 

penyampaian, dan tahap pelaporan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktik kejurusitaan tersebut adalah terdiri dari: keadaan jumlah perkara, jumlah 



33 

 

 33 

tenaga, latar belakang pendidikan, pembinaan, pengawasan lingkungan kerja, dan 

sarana serta prasrana. 

1. Praktek Penyampaian Relas Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita 

dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari. 

 a. Tahap Pendahuluan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan alat penggali data 

mengenai praktek penyampaian relas panggilan yang dilakukan oleh penulis 

teradap Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari yang 

berupa observasi, wawancara dan dokumenter dari berbagai pihak diperoleh 

keterangan adalah sebagai berikut : 

1) Pembagian Tugas. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari bagian kepaniteraan  

melalui Wakil Panitera didapat keterangan bahwa pembagian tugas yang 

dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti tersebut didasarkan pada jumlah 

perkara yang terdaftar dibagi jumlah majelis. Dan untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tebel berikut ini: 

Tabel : Pembagian Jumlah Pemanggilan berdasarkan majelis persidangan di 

Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. 

No. Nama Majelis Panti 
Juru Sita/Juru 

Sita Pengganti 

Jumlah 

Panggilan 

1. Drs.H.Tarsi,SH.MHI Dra.Laila 

Marsikin,SH 

Samri 

M. Yusran,SH 

Khairullah 

4 kali 

1 kali 

1 kali 
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2. Drs.H.Busra.MH Norhasanah,SH 

Drs.Abdul Mujib 

Samri 

M.Yusran,SH 

Khairullah 

4 kali 

2 kali 

2 kali 

3. Drs.Ahmad Ziadi Abd.Hadi 

Rahmatul Janah,S.Ag 

Marsikin,SH 

Samri 

M.Yusran.SH 

Khairullah 

4 kali 

2 kali 

2 kali 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Sedangkan untuk perkara bantuan tata cara pembagian tugas 

didasarkan pada jumlah perkara bantuan dibagi jumlah Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti yang ada. 

Dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa adapun 

maksud dan tujuan dilakukannya pembagian tugas sebagaimana digambarkan 

tersebut diatas adalah agar supaya jalannya proses persidangan tidak tergangu dan 

kegiatan lainnya dilingkup ke sekretariatan tidak terhambat yang disebabkan oleh 

minimnya jumlah tenaga yang tersedia.  

Adapun tenaga penunjang yang menempati posisi jabatan rangkap 

adalah hanya mereka Juru Sita Pengganti, dan untuk lebih jelasnya mengenai Juru 

Sita Pengganti yang memiliki posisi rangkap jabatan dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel  : Keadaan pegawai yang memiliki rangkap jabatan 

 

No. Nama Jabatan 

1. 

2. 

Muhammad Yusran,SH 

Khairullah 

Kepala Urusan Kepegawaian  

Bendaharawan Umum  

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 

2) Tahap Penerimaan Berkas. 
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Dalam pelaksanaan tugasnya Juru Sita atau Juru Sita Pengganti 

berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara, pada saat memulai kegiatan 

tersebut diawali dengan diterimanya surat perintah pemanggilan yang dalam hal 

ini oleh majelis kepada Panitera Pengganti yang kemudian dilanjutkan kepada 

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti untuk segera memanggil para pihak yang 

disebutkan pada waktu persidangan. 

Kemudian oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti segera 

melanjutkannya dengan membuat relas panggilan yang kemudian dilanjutkan 

dengan proses pemanggilan baik itu pihak yang alamat diketahui ataupun yang 

tidak jelas (ghaib). 

Adapun untuk pelaksanaan pemanggilan yang merupakan perkara 

bantuan dari pengadilan diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari 

berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

dan informasi yang diperoleh dari bagian kesekretariatan yang diterangkan oleh 

Kepala Urusan Umum, mengatakan bahwa peyerahan relas bantuan pemanggilan 

melalui beberapa tahapan yang antara lain adalah sebagai berikut:  

1. Menerima berkas bantuan panggilan yang kemudian berkas tersebut masuk 

terlebih dahulu ke meja bagian kesekretariatan yang dalam hal ini pada meja 

Kepala Urusan Umum baik itu yang melalui media jasa pengantaran surat 

ataupun dibawa langsung oleh pegawai pengadilan yang kebetulan bertempat 

tinggal diwilayah hukum pangadilan agama lain. 



36 

 

 36 

2. Setelah berkas perkara bantuan tersebut diterima dan didaftarkan pada buku 

surat masuk yang ada di bagian umum, kemudian dilanjutkan dengan 

mengajukannya kepada ketua pengadilan agama atau yang mewakilanya 

untuk memperoleh petunjuk dan saran mengenai tindak lanjut berkas bantuan 

pemanggilan tersebut. 

3. Setelah surat bantuan pemanggilan dari pengadilan lain tersebut diterima, 

ditelaah dan ditunjuk siapa yang bertugas untuk memanggilnya, kemudian 

oleh bagian umum diserahkan berkas tersebut pada panitera muda hukum 

untuk ditindak lanjuti, yaitu dengan mendaftarkannya pada buku pendaftaran 

pemangilan yang telah disediakan untuk itu yang kemudian dilanjutkan 

dengan menyerahkan berkas tersebut kepada Juru Sita atau Juru Sita 

Pengganti untuk segera di panggil. 

Namun dari hasil pengamatan penulis ditemukan bahwa tidak semua 

perkara bantuan pemanggilan yang masuk ke Pengadilan Agama Pelaihari melalui 

beberapa tahapan tersebut diatas, melainkan melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut : 

1. Diterima berkas bantuan panggilan dari meja bagian kesekretariatan yang 

dalam hal ini pada meja Kepala Urusan Umum. 

2. Setelah berkas perkara bantuan tersebut diterima dan didaftarkan pada buku 

surat masuk yang ada dibagian umum, kemudian dilanjutkan dengan 

menyampaikannya kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti. 
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3. Setelah Juru Sita atau Juru Sita Pengganti tersebut memanggil kemudian baru 

dilanjutkan dengan melaporkannya kepada Panitera Muda Hukum perihal 

surat panggilan tersebut. 

Berdasarkan hasil konfirmasi penulis kepada Kepala Urusan Umum 

perihal perbedaan tahapan penerimaan berkas tersebut, ternyata diperolah  

keterangan bahwa maksud dari perbedaan proses penerimaan berkas pada cara 

yang pertama dengan cara kedua adalah agar supaya pelaksanaan proses 

pemanggilan dapat berjalan lebih cepat dan hal ini hanya berlaku untuk perkara 

yang sama yang mana sebelumnya pernah dilakukan pemanggilan oleh Juru Sita 

atau Juru Sita Pengganti yang sama. 

 b. Tahap Pelaksanaan 

1) Waktu Pelaksanaan 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadapa Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari terlihat bahwa, jumlah jam 

kerja yang dilakukan oleh Juru Sita lebih banyak dibandingkan dengan yang 

dilakukan oleh Juru Sita Pengganti, sehingga keberadaan Juru Sita lebih jarang 

berada di tempat dalam hal ini Kantor Pengadilan Agama Pelaihari. 

Dari hasil pengamatan penulis terhadap praktek penyampaian relas 

panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terlihat bahwa 

praktek tersebut dilakukan mengacu pada waktu dan hari kerja yang telah 

ditetapkan Keputusan Ketua MA No.71 tahun 2008. Adapun jadwal kerja 

tersebut: 
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Tabel : Jadwal Datang dan Pulang di Pengadilan Agama Pelaihari 

No. Hari Datang Istirahat Pulang 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Senin 

Selasa 

Rabu 

Kamis 

Jum’at 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

08.00 

12.00 – 13.30 

12.00 – 13.30 

12.00 – 13.30 

12.00 – 13.30 

12.00 – 14.00 

16.30 

16.30 

16.30 

16.30 

17.00 

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari. 

Adapun dari hasil wawancara antara penulis dengan sejumlah para 

pihak yang dalam hal ini ditujukan kepada Penggugat atau Pemohon dan Tergugat 

atau Termohon sebagai objek sasaran ditujukannya relas panggilan tersebut yang 

dilakukan terhadap perkara-perkara yang masuk kepersidangan yaitu sebanyak 15 

perkara diperoleh informasi untuk Pemohon dengan nomor perkara 

0008/Pdt.G/2009/PA.Plh dan Termohon untuk perkara 0283/Pdt.G/2008/PA.Plh 

serta 0007/Pdt.G/2009/PA.Plh, bahwa pemanggilan tidak hanya dilakukan pada 

waktu yang ditentukan tersebut, akan tetapi melainkan juga dilakukan pada malam 

hari yaitu sehabis shalat isya atau tepatnya pada pukul 20.00 wita dan hal itu 

berdasarkan temuan dan telah dicek pada bagian keperkaraan, ternyata dilakukan 

oleh Juru Sita Pengganti. 

Berdasarkan hasil komfirmasi penulis terhadap Juru Sita Pengganti 

yang memanggil perkara tersebut mengenai penyebab pemangilan dilakukan pada 

malam hari, hal tersebut ternyata disebabkan oleh padatnya tugas sehingga 

berakibat pemanggilan harus dilakukan pada malam hari. 
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Menyangkut tentang hari kerja dari hasil wawancara antara penulis 

dengan para pihak pencari keadilan ditemukan juga adanya pemanggilan diluar 

hari kerja yaitu hari sabtu dan perkara tersebut jika dilihat berdasarkan posisi dan 

jarak tempuh antara Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dengan tempat 

Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon berada di luar wilayah 

kota Pelaihari dan rata-rata memiliki waktu tempuh cukup lama. 

2) Tempat Pelaksanaan 

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa Juru Sita atau 

Juru Sita Pengganti sebelum pergi ke tempat tinggal yang telah disebutkan dalam 

relas panggilan, terlebih dahulu menentukan tempat atau wilayah pencarian. Hal 

ini dilakukan agar dapat mentaksir waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat 

tujuan. 

Namun tidak semua pencarian tempat penyampaian relas dapat 

berjalan mulus, berdasarkan hasil keterangan dari mereka para Juru Sita dan Juru 

Sita Pengganti diketahui bahwa tidak sedikit dari mereka yang terpaksa harus 

menyerahkan relas kepada Kepala Desa disebabkan yang bersangkutan tidak 

berada tempat pada saat akan diserahkan. Selain itu juga ada yang para pihak yang 

disebutkan, ternyata tidak diketahui atau dikenal oleh Kepala Desa setempat, 

sehingga berakibat penyerahan tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Kepala 

Desa. 

3) Tehnik Pelaksanaan 
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Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada saat mengikuti praktik 

penyampaian relas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti, terlihat selama dalam praktek tersebut Juru Sita ataupun Juru Sita 

Pengganti berpakain resmi yaitu untuk pemanggilan yang dilakukan pada hari 

senin sampai dengan kamis sedangkan hari jum’at menggunakan pakaian biasa. 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada saat melakukan pemanggilan 

dalam pelaksanaannya melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Juru Sita atau Juru Sita Pengganti pergi ke tempat para pihak yang 

bersangkutan bertempat tinggal sebagaimana yang disebutkan dalam relas 

panggilan tersebut. 

2. Setelah sesampainya di tempat tujuan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti 

menerangkan kepada pihak yang menerima berkas tersebut perihal maksud 

dan tujuan kedatangannya. 

3. Setelah Juru Sita atau Juru Sita Pengganti menjelaskan perihal maksud dan 

tujuan kedatangannya, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tindakan-

tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak penerima relas panggilan, 

serta upaya-upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan apabila mengabaikan 

panggilan tersebut. 

4. Setelah surat diterima dan dijelaskan, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

meminta kepada pihak penerima surat tersebut tanda bukti baik itu berupa 

tanda tangan atau cap sidik jari sebagai bukti bahwa pemanggilan telah 

dilaksanakan. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara antara penulis dengan 

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diperoleh keterangan seputar tehnik yang 

dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam penyampaian relas 

panggilan jika menghadapi permasalahan atau kendala di lapangan. Adapun 

kendala yang sering ditemukan yaitu sebagai berikut: 

1. Pihak yang bersangkutan tidak berada ditempat, maka oleh Juru Sita atau 

Juru Sita Pengganti menyerahkan relas panggilan tersebut kepada Kepala 

Desa atau sekretaris desa untuk mohon disampaikan kepada yang 

bersangkutan. 

2. Pihak yang bersangkutan tidak mau menerima atau menandatangani relas 

panggilan maka oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti hanya cukup dengan 

menuliskan dalam surat panggilan bahwa mengenai kejadian tersebut. 

3. Kepala Desa atau aparat desa tidak mau menerima relas panggilan, maka oleh 

Juru Sita atau Juru Sita Pengganti biasanya cukup hanya dengan menuliskan 

keterangan tersebut dalam relas panggilan. 

Untuk pemanggilan ghaib atau pihak yang bersangkutan tidak 

diketahui alamatnya, sebagaimana hasil wawancara ternyata Juru Sita dan Juru 

Sita Pengganti dalam hal ini menggunakan fasilitas yang disediakan oleh bagian 

Informasi Teknologi (IT) yaitu dengan cara mempublikasikannya pada media 

internet baik itu melalui situs resmi Pengadilan Agama Pelaihari atau pun juga 

melalui situs Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan Badan Peradilan Agama 

(BADILAG). 
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Selain juga menggunakan media internet di Pengadilan Agama 

Pelaihari, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti juga masih menggunakan media 

lainnya seperti Radio Pemerintah Daerah dan Radio Swasta karena dianggap 

masyarakat yang khususnya untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut masih sangat 

tergantung akan fasilitas layanan tersebut.  

Untuk media lainnya yaitu media papan pengumuman sebagaimana 

hasil observasi penulis, papan informasi yang disediakan oleh Pengadilan yang 

letaknya di samping  pintu masuk ruangan sidang oleh Juru Sita ataupun Juru Sita 

Pengganti sangat jarang sekali dipergunakan, hal ini berdasarakan pengamatan 

penulis dilapangan yang pada saat penelitian tersebut berlangsung terdapat 

beberapa perkara ghaib yang oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti seharusnya 

terpampang di papan pengumuman tersebut ternyata tidak terpasang. 

Dari data jumlah perkara ghaib yang terdaftar masuk di Pengadilan 

Agama Pelaihari selama awal 2008 sampai dengan 2009 tercatat adalah sebagai 

berikut : 

Tabel : Jumlah Perkara Ghaib yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari untuk 

tahun 2008. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 5 Buah 

2. Pebruari 7 Buah 

3. Maret 4 Buah 

4. April 3 Buah 

5. Mei 7 Buah 

6. Juni 1 Buah 

7. Juli 5 Buah 

8. Agustus 5 Buah 
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9. September 4 Buah 

10. Oktober 2 Buah 

11. Nopember 1 Buah 

12. Desember 4 Buah 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

 

Tabel : Jumlah Perkara Ghaib yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari untuk 

tahun 2009. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 2 Buah 

2. Pebruari 4 Buah 

3. Maret 11 Buah 

4. April 9 Buah 

5. Mei 10 Buah 

6. Juni - 

7. Juli - 

8. Agustus - 

9. September - 

10. Oktober - 

11. Nopember - 

12. Desember - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Dari tabel diatas penulis menemukan beberapa relas yang tidak 

terpasang setelah dikonfirmasi mengenai hal tersebut ternyata Juru Sita dan Juru 

Sita Pengganti lupa untuk menempelnya di papan pengumuman. 

 c. Tahapan Pelaporan. 

Tahap pelaporan adalah tahapan yang dilakukan oleh setiap Juru Sita 

dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan untuk disampaikan kepada Ketua Majelis 

Sidang atau pun kepada Pengadilan lain yang meminta bantuan, hal ini karena 

laporan hasil penyampaian relas dapat menentukan jalannya persidangan. 
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Keterlambatan penyampaian pelaporan dapat berakibat ditundanya persidangan 

selain itu juga dapat berakibat kerugian bagi para pihak yang berperkara karena 

harus menunggu lebih lama karena disebabkan keterlambatan hasil penyampaian 

tersebut. 

Di Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi diketahui tehnik pelaporan hasil penyampain relas tersebut dilakukan 

dengan cara, menyampaikannya pada panitera sidang sebelum sidang berlangsung 

bahkan dalam tehnik pelaporan tersebut tidak hanya Juru Sita atau Juru Sita 

Pengganti yang aktif akan tetapi Panitera sidangpun ikut aktif yaitu degan cara 

menanyakan langsung hasil pemanggilan tersebut kepada Juru Sita atau Juru Sita 

Pengganti yang dilakukan pada hari-hari sebelum sidangnya dilangsungkan. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Panitera/Sekretaris, 

maksud dan tujuan dilakukannya tindakan tersebut yaitu agar  Juru Sita dan Juru 

Sita Pengganti serta Panitera yang dalam hal ini diwakili oleh Panitera Pengganti 

dapat mencegah munculnya hambatan-hambatan  atau rintangan-rintangan yang  

menyebabkan memperlambat jalan sidang perkara tersebut sehingga dapat 

dikurangi atau bahkan dihindari, dengan harapan dapat terwujud peradilan cepat, 

sederhana dan biaya ringan. Sedangkan untuk perkara bantuan telah disediakan 

sebuah papan bantuan panggilan yang berisi informasi mengenai tanggal 

penyerahan, keterangan mengenai hasil penyampaian dan keterangan mengenai 

asal bantuan pemangilan, agar diharafkan dapat memberikan keterangan bagi 

pihak-pihak pengadilan khususnya yang menyangkut perkara tersebut. 
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Berdasarkan pengamatan penulis keberadaan papan informasi 

mengenai keterangan seputar pemanggilan bantuan terlihat tidak terpakai secara 

optimal karana ketika pada petugas dari pengadilan agama lain menghubungi ke 

nomor telpon Pengadilan Agama Pelaihari, ternyata oleh bagian kesekretariatan 

harus menanyakan terlebih dahulu perihal keterangan pemanggilan tersebut 

kepada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti atau Panitera Muda Hukum seputar 

pemanggilan tersebut, sehingga apabila Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dan 

Panitera Muda Hukum tidak berada ditempat dengan terpaksa harus menunggu 

beberapa saat. 

Untuk perkara bantuan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti sebelum 

melakukan pengiriman terlebih dahulu melakukan pengiriman melalui media 

email atau fax terlebih dahulu yang gunanya agar supaya pada waktu pengiriman 

berlangsung apabila surat yang dikirim mengalami keterlambatan atau tidak tepat 

waktu maka pihak pengadilan yang menyidangkan di Pengadilan lain tidak 

mengalami hambatan atau keterlambatan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Praktek Penyampaian Relas 

Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di 

Pengadilan Agama Pelaihari. 

 a. Banyaknya Jumlah Perkara. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari bagian kepaniteraan 

menyangkut jumlah perkara yang masuk kepengadilan agama Pelaihari dan 

perkara bantuan adalah sebagai berikut:  
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Tabel : Jumlah Perkara  yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2008. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 33 Buah 

2. Pebruari 43 Buah 

3. Maret 32 Buah 

4. April 32 Buah 

5. Mei 51 Buah 

6. Juni 38 Buah 

7. Juli 36 Buah 

8. Agustus 28 Buah 

9. September 23 Buah 

10. Oktober 48 Buah 

11. Nopember 24 Buah 

12. Desember 35 Buah 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah Perkara  yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2009. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 31 Buah 

2. Pebruari 44 Buah 

3. Maret 43 Buah 

4. April 51 Buah 

5. Mei 44 Buah 

6. Juni - 

7. Juli - 

8. Agustus - 

9. September - 

10. Oktober - 

11. Nopember - 

12. Desember - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah perkara bantuan  yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari 

tahun 2008. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 10 Buah 

2. Pebruari 12 Buah 

3. Maret 12 Buah 

4. April 11 Buah 
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5. Mei 11 Buah 

6. Juni 5 Buah 

7. Juli 8 Buah 

8. Agustus 11 Buah 

9. September 11 Buah 

10. Oktober 8 Buah 

11. Nopember 8 Buah 

12. Desember 10 Buah 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah perkara bantuan  yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari 

tahun 2009. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 7 Buah 

2. Pebruari 4 Buah 

3. Maret 16 Buah 

4. April 7 Buah 

5. Mei 13 Buah 

6. Juni - 

7. Juli - 

8. Agustus - 

9. September - 

10. Oktober - 

11. Nopember - 

12. Desember - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah perkara bantuan dari Pengadilan Agama Pelaihari ke pengadilan 

lain tahun 2008. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 5 Buah 

2. Pebruari 4 Buah 

3. Maret 2 Buah 

4. April 4 Buah 

5. Mei 7 Buah 

6. Juni 4 Buah 

7. Juli 3 Buah 

8. Agustus 2 Buah 

9. September 3 Buah 

10. Oktober 4 Buah 
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11. Nopember 5 Buah 

12. Desember 4 Buah 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah perkara bantuan dari Pengadilan Agama Pelaihari ke pengadilan 

lain tahun 2009. 

No. Bulan Jumlah Perkara 

1. Januari 5 Buah 

2. Pebruari 6 Buah 

3. Maret 7 Buah 

4. April 2 Buah 

5. Mei 7 Buah 

6. Juni - 

7. Juli - 

8. Agustus - 

9. September - 

10. Oktober - 

11. Nopember - 

12. Desember - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Sedangkan jika melihat dari objek tempat yang dituju Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti di wilayah yuridiksi pengadilan agama Pelaihari adalah 

sebagai berikut:  

Tabel : Jumlah perkara Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2008 berdasarkan 

tempat Penggugat/Pemohon. 

No. Kecamatan 
Jumlah Perkara Pada Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kec. Bati-Bati 5 4 4 - 3 3 4 2 6 6 4 3 

2. Kec. Kurau 2 2 - - 2 - - - 4 1 - 2 

3. Kec. Tambang Ulang 1 1 - - 6 4 3 2 1 3 2 2 

4. Kec. Pelaihari 15 14 10 7 19 11 12 9 10 14 6 10 

5. Kec. Batu Ampar 1 3 4 5 5 8 6 5 - 5 6 4 

6. Kec. Jorong 2 4 3 6 5 1 2 1 1 7 1 2 

7. Kec. Kintap 1 2 3 3 4 1 2 3 - 3 2 2 
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8. Kec. Panyipatan 3 1 - 2 1 1 2 1 1 3 2 1 

9. Kec. Takisung 3 9 4 5 5 4 - 3 2 5 1 3 

10. Kec. Bajuin - 3 2 1 2 4 2 2 - 1 - - 

11. Kec. Bumi Makmur - 1 1 2 - 2 3 - - - - - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah perkara Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2009 berdasarkan 

tempat Penggugat/Pemohon. 

No. Kecamatan 
Jumlah Perkara Pada Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kec. Bati-Bati 3 7 6 6 6 - - - - - - - 

2. Kec. Kurau 4 1 1 - 3 - - - - - - - 

3. Kec. Tambang Ulang - 3 3 3 1 - - - - - - - 

4. Kec. Pelaihari 6 15 11 13 7 - - - - - - - 

5. Kec. Batu Ampar 6 5 8 2 10 - - - - - - - 

6. Kec. Jorong 1 3 1 5 5 - - - - - - - 

7. Kec. Kintap 2 4 3 6 3 - - - - - - - 

8. Kec. Panyipatan 4 - - 3 1 - - - - - - - 

9. Kec. Takisung 3 4 6 8 5 - - - - - - - 

10. Kec. Bajuin 2 1 3 5 3 - - - - - - - 

11. Kec. Bumi Makmur - 1 - - - - - - - - - - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

Tabel : Jumlah perkara Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2008 berdasarkan 

tempat Tergugat/Termohon. 

No. Kecamatan 
Jumlah Perkara Pada Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kec. Bati-Bati 3 2 5 - 3 3 2 2 2 4 4 3 

2. Kec. Kurau 2 1 - - 1 - 2 - 1 1 - 3 

3. Kec. Tambang Ulang 1 1 - 1 2 3 3 1 3 3 2 1 

4. Kec. Pelaihari 9 9 6 4 10 9 8 9 7 11 3 7 

5. Kec. Batu Ampar 2 1 3 4 2 4 3 3 - 6 3 2 

6. Kec. Jorong 1 3 4 3 3 2 - - 1 4 1 1 

7. Kec. Kintap 1 1 3 1 4 2 - 2 - 4 2 1 

8. Kec. Panyipatan 2 1 - 1 3 1 3 1 1 3 1 1 

9. Kec. Takisung 1 8 2 7 3 5 2 2 1 4 2 4 

10. Kec. Bajuin - 1 1 - 2 3 1 1 - - - - 

11. Kec. Bumi Makmur - 1 - 2 1 1 1 - - - - - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 
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Tabel : Jumlah perkara Pengadilan Agama Pelaihari tahun 2009 berdasarkan 

tempat Tergugat/Termohon. 

No. Kecamatan 
Jumlah Perkara Pada Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Kec. Bati-Bati 2 5 4 5 3 - - - - - - - 

2. Kec. Kurau 1 2 1 - 1 - - - - - - - 

3. Kec. Tambang Ulang 2 4 3 3 4 - - - - - - - 

4. Kec. Pelaihari 5 11 6 12 6 - - - - - - - 

5. Kec. Batu Ampar 4 2 1 - 3 - - - - - - - 

6. Kec. Jorong - 1 4 2 2 - - - - - - - 

7. Kec. Kintap 2 3 3 2 2 - - - - - - - 

8. Kec. Panyipatan 2 - 1 3 2 - - - - - - - 

9. Kec. Takisung 3 2 1 7 2 - - - - - - - 

10. Kec. Bajuin 1 1 - 4 - - - - - - - - 

11. Kec. Bumi Makmur - - - - - - - - - - - - 

Sumber : Bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari 

b Jumlah tenaga 

Jumlah tenaga yang ada di pengadilan agama Pelaihari khususnya 

yang bertugas di bidang ke juru sitaan hanya berjumlah tiga orang dan itupun dua 

diantaranya masih dalam jabatan rangkap, sehingga keterbatasannya tenaga 

menjadi penyebab yang paling utama dari permasalahan-permasalah yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Juru Sita 

Pengganti dalam hal ini mereka yang menduduki posisi jabatan rangkap mengaku 

bahwa, tidak jarang agar supaya jalannya persidangan tidak terhambat disebabkan 

mereka terpaksa mereka harus meninggalkan tugasnya di bagian kesekretariatan. 

Berdasarkan informasi yang di peroleh salah satu pejabat di 

Pengadilan Agama Pelaihari mengatakan banyaknya pemutasian yang dilakukan 

oleh Pengadilan Tinggi Agama khususnya kepada Pengadilan Agama Pelaihari ke 
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daerah lain juga menjadi penyebab utama minimnya jumlah tenaga Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti. 

c. Latar belakang pendidikan, pembinaan dan pelatihan. 

Kemampuan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dalam menjalankan 

tugas didasarkan pada pemahamannya dalam menjalankan tugas terlebih lagi 

dalam hal aturan-aturan yang harus diikuti. Berdasarkan hasil temuan yang 

peneliti lakukan baik itu melalui observasi dan wawancara ternyata diketahui 

bahwa kurangnya informasi mengenai tatacara penyampaian relas menjadi sebab 

terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan pemangggilan. 

Sedangkan berdasarkan hasil dokumentasi, yang penulis peroleh dari 

bagian kesekretariatan kususnya pada bagian kepegawaian diperoleh data sebagai 

berikut: 

Tabel : Data Pendidikan Formal Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan 

Agama Pelaihari. 

No. N a m a Jabatan 
Pendidikan Formal 

Terakhir 

1 S a m r i Juru Sita SMU 

2 Muhammad Yusran,SH Juru Sita Pengganti S1 Hukum 

3 Khairullah Juru Sita Pengganti MAN 

Sumber : Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti diperoleh keterangan bahwa pembinaan yang ada dirasa 

kurang mencukupi, hal ini dikarenakan banyaknya pembinaan yang dilakukan 
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hanya lebih ditujukan kepada para Hakim, Panitera, Kaur dan para Tim IT yang 

berada di setiap pengadilan. 

Tabel : Data Pendidikan Non Formal Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

Pengadilan Agama Pelaihari. 

No. N a m a Jabatan Pendidikan Non Formal  

1 S a m r i Juru Sita Pendidikan Juru Sita 

Pengganti Se Wilayah 

Hukum Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin. 

2 Muhammad Yusran,SH Juru Sita Pengganti - Pelatihan Pam Sung 

Kamra Pemilu 

- Penataran IKMN Se 

Kalsel,Teng dan Tim. 

- Pelatihan tenaga teknis 

kepustakaan. 

- Pelatihan Kewirausahaan 

Bagi Remaja Mesjid. 

- Pelatihan Tenaga 

Satpam Depag Se 

Kalsel, Teng dan Tim 

- Pelatihan Simpeg 

3 Khairullah Juru Sita Pengganti - Pelatihan Aplikasi 

SABMN dan SAI. 

- Pelatihan Pembinaan 

Teknis (BINTEK) 

Sumber : Bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 

Untuk pembinaan yang dilakukan kepada Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari hanya dilakukan apabila terdapat 

kesalahan-kesalahan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh ketua, wakil dan para 

hakim berdasarkan hasil laporan langsung para pihak atau oleh Panitera 

Pengganti. 

d. Keterbukaan Informasi 
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Berdasarakan hasil observasi yang dilakukan penulis di Pengadilan 

Agama Pelaihari terlihat dari kecepatan dan keterbukaan pelayanaan informasi 

yang diberikan oleh pengadilan kepada para pihak, baik itu yang berperkara di 

Pengadilan Agama Pelaihari ataupun bagi masyarakat secara umum, lebih banyak 

bertumpu kepada peran Tim IT.  

Peran serta Tim IT yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari dalam 

meningkatkan kinerja Juru Sita dan Juru Sita sangat membantu, hal ini terlihat 

dari ketersiapannya tenaga IT yang ada untuk menunjang percepatan dan 

keterbukaan informasi khusus bagi publik untuk dapat mengetahui jadwal sidang, 

agenda sidang, para pihak yang berperkara, biaya perkara dan lain-lain. 

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari panitera/sekretaris menyebutkan 

bahwa masyarakat dapat mengakses data yang ada melalui situs yang tersedia atau 

dengan cara mengetik SMS ke Pusat Informasi Perkara maka masyarakat dapat 

dengan mudah memperoleh data yang dicari. 

Untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pelaihari dibidang 

Informasi dan Teknologi, di Pengadilan Agama Pelaihari dalam pelaksanaannya 

dibantu oleh sebuah Tim IT yang di tunjuk oleh Ketua, untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3: Keadaan Tim IT pada Kantor Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten 

Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan. 

No. N a m a Jabatan Keterangan 

1. Samsul Muhana,S.Ag.SH Panitera / Sekretaris Pembina 
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2. 

3. 

 

4. 

5 

Drs.Abdul Mujib 

Suaifuddin,S.Ag.SH 

 

Yusuf Haryadi,SE 

M. Jauhar Fuady 

Wakil Panitera 

Wakil Sekretaris 

 

Honorer 

Honorer 

Koordinator Bag.Perkara 

Koordinator 

Bag.Kesekretariatan 

Pelaksana 

Pelaksana 

Sumber : Kesekretariatan Pengadilan Agama Pelaihari 2008/2009 

e. Sarana dan prasarana. 

Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkembangannya saat ini sudah 

memiliki 2 buah buah mobil dinas yang antara lain 1 buah merupakan bantuan 

langsung dari Mahkamah Agung dan 1 buah merupakan bantuan dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tanah Laut dan untuk kendaraan operasional roda 2 

Pengadilan Agama Pelaihari memiliki 8 Buah. 

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap pelaksanaan tugas yang 

dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti terlihat bahwa ketersediaan 

fasilitas transportasi berupa kendaraan dinas roda 2 masih kurang memadai, yaitu 

hanya sejumlah 2 buah sehingga dalam praktik pemanggilan Juru Sita Pengganti 

masih mempergunakan kendaraan pribadi sehingga apabila terjadi kerusakan 

maka terpaksa harus mengeluarkan biaya perbaikan dari kantong saku Juru Sita 

Pengganti itu sendiri. 

Selain itu dalam pelaksanaannya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti 

juga memanfaatkan fasilitas internet dan aplikasi SIADPA yang berbasis LAN 

(local area net work) sehingga sangat membantu percepatan proses pemanggilan. 
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Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis terlihat bahwa 

pemanfaatan aplikasi keperkaraan yaitu SIADPA oleh Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti masih terlihat kurang optimal. Hal itu disebabkan oleh kurangnya 

keahlian dalam mengoprasikan fasilitas tersebut. 

f. Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti dilakukan secara berjenjang dan hal ini dilakukan setiap ditemukannya 

hambatan-hambatan serta adanya laporan baik itu yang bersifat interen dan 

exteren pengadilan sebagaimana yang diterangkan oleh saudara Juru Sita. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Juru Sita dan 

Juru Sita Pengganti monitoring atau pengawasan yang dilakukan kepada mereka 

adalah dilakukan oleh Panitera dan Panitera Pengganti berdasarkan hasil temuan 

dilapangan yang menyangkut administratif kejurusitaan. 

Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada 

masyarakat khususnya kepada para pihak yang terlibat langsung dalam proses 

pemanggilan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kinerja 

para Juru Sita atau Juru Sita Pengganti dalam melaksanakan tugas. Hal ini terlihat 

dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti dalam praktik 

penyampaian relas panggilan yang dilakukan pada malam hari berdasarkan hasil 

temuan, tidak ada satupun yang melapor baik itu kepada para Panitera, para 

Hakim, Wakil Ketua dan bahkan Ketua sekalipun.  

C. Analisis Data. 
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Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka kemudian dilanjutkan 

dengan melakukan analisis terhadap data yang sudah terkumpul tersebut dengan 

berpatokan pada penyajian data yang dijelaskan sebelumnya. Dalam tahapan ini 

penulis akan mencoba untuk menganalisa point perpoint untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada uraian berikut : 

1. Praktek Penyampaian Relas Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita 

dan Juru Sita Pengganti di Pengadilan Agama Pelaihari. 

a. Tahap Pendahuluan. 

 1) Pembagian Tugas. 

Pembagian tugas yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari didasarkan 

pada jumlah perkara yang terdaftar dibagi jumlah majelis dan jumlah perkara 

bantuan dibagi jumlah Juru Sita dan Juru Sita Pengganti yang ada. Pembagian 

seperti itu dimaksudkan agar supaya jalannya proses persidangan tidak tergangu 

dan kegiatan lainnya dilingkup ke sekretariatan tidak terhambat yang disebabkan 

oleh minimnya jumlah tenaga yang tersedia.  

Sebelum pembagian tugas dilakukan ada baiknya dalam pembagian tugas 

tersebut menurut penulis sangat perlu ada koordinasi antar Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti, gunanya adalah untuk dapat memudahkan waktu pemanggilan, sebab 

bisa saja pada saat Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan 

ternyata mereka menuju wilayah yang sama. Selain itu dengan adanya koordinasi 

maka dapat memudahkan para Juru Sita atau Juru Sita Pengganti menentukan dan 

mengenal wilayah objek sasaran pemanggilan. 
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 2)  Tahap Penerimaan Berkas. 

Dalam tahap penerimaan berkas waktu yang dibutuhkan untuk sampai 

ketangan juru sita atau juru sita pengganti tergantung pada lamanya waktu 

pendelegasian, baik itu pendelegasian terhadap relas panggilan untuk perkara 

Pengadilan Agama Pelaihari ataupun yang berasal dari luar.  

Pendelegasian penyampaian relas terbagi atas dua jalur, yaitu jalur yang 

melalui rekomendasi ketua PA dan jalur yang langsung kepada Juru Sita atau Juru 

Sita Pengganti. Perbedaan pendelegasian tersebut dipengaruhi oleh kondisi 

penanganan perkara. 

Menurut hamat penulis pendelegasian memang sangat dibutuhkan, akan 

tetapi agar lebih memudahkan dan cepatnya proses penyampaian relas, alangkah 

baiknya jika pendelegasian cukup hanya sampai pada tingkat panitera/sekretaris 

saja karena hal tersebut dapat mempersingkat waktu pemprosessan berkas 

panggilan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 1) Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan ditentukan dari hasil pembagian tugas, hal ini terjadi 

karena adanya posisi juru sita pengganti yang memiliki jabatan rangkap sehingga 

berpengaruh terhadap waktu yang tersedia untuk dapat menyampaikan relas 

panggilan tersebut.  
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Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa waktu pemanggilan memiliki 

peran penting dalam menentukan kualitas patut dan sahnya sebuah pemanggilan, 

dan apabila kita hubungkan dengan praktik yang dilakukan oleh Juru Sita atau 

Juru Sita Pengganti berdasarkan hasil temuan 3 dari 15 perkara yang masuk dan 

diproses di Pengadilan Agama Pelaihari, yaitu perkara 0283/Pdt.G/2008/PA.Plh, 

0007/Pdt.G/2009/PA.Plh dan 0008/Pdt.G/2009/PA.Plh, menurut hemat penulis 

adalah contoh pemanggilan yang tidak sah dan patut menurut hukum, karena 

pemanggilan tersebut dilakukan pada malam hari dan juga adanya pemanggilan 

yang dilakukan pada hari libur (bukan hari kerja), hal ini karena menurut hemat 

penulis bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 Rv yang 

berbunyi “Surat panggilan tidak disampaikan pada hari minggu, kecuali atas izin 

ketua raad van justitie. Jika hari terakhir jangka waktu waktu pemanggilan jatuh 

hari hari minggu maka hal itu dilakukan pada hari berikutnya”  dan dalam pasal 

18 Rv disebutkan juga “Pemberitahuan surat gugatan atau pelaksanaan suatu 

putusan pengadilan tidak boleh dilakukan sebelum jam enam pagi dan sesudah 

jam enam sore, kecuali diizinkan oleh ketua dalam hal-hal yang sangat 

mendesak” dan hal itu diperkuat dengan pasal 94 Rv “ Apa yang ditentukan 

dalam pasal-pasal 1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18 dan 20 harus diperhatikan 

dengan ancaman batal”. 

Selain itu penyampaian relas juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: 

jumlah perkara, waktu tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ketempat tujuan, 

jumlah tenaga operasional, jumlah perkara, serta monitoring dan evaluasi baik itu 
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yang bersifat internal lembaga peradilan ataupun juga eksternal atau luar lembaga 

peradilan.  

 2) Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan pemanggilan tidak selalu berjalan lancar, hal ini karena 

tidak semua dari para pihak yang dituju berada di tempat. Selain itu juga 

kurangnya pemutahiran data yang ada di kelurahan serta kesadaran yang tinggi 

dari masyarakat, juga menjadi sebab sulitnya pelaksanaan tugas yang dilakukan 

oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti.  

 3) Tehnik Pelaksanaan 

Perlunya kesiapan Juru Sita maupun Juru Sita Pengganti dalam 

penyampaian relas dapat berpengaruh terhadap proses dilapangan. Penyampaian 

informasi yang baik kepada para pihak dapat mempermudah proses pemanggilan.  

Adapun mengenai tindakan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru 

Sita Pengganti dalam hal mengatasi kendala berupa penyampaian relas yang 

dilakukan atau diserahkan melalui Kepala Desa atau Sekretarisnya, para pihak 

tidak mau menerima relas panggilan, Kepala Desa dan/atau aparat desa tidak mau 

menerima relas panggilan, dalam hal ini tindakan atau langkah-langkah yang 

ditempuh  oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti adalah merupakan tindakan 

yang tepat, hal ini karena sejalan dengan aturan yang termuat dalam pasal 390 

HIR. 
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Sedangkan menurut hemat penulis menyangkut penempelan relas pada 

papan pengumuman adalah sesuatu yang tidak boleh terabaikan hal ini karena 

keharusan untuk menempel tersebut telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 

390 ayat 3. 

Lancarnya penyampaian informasi sangat dipengaruhi oleh latar 

belakang pendidikan serta pembinaan serta pelatihan yang diberikan kepada Juru 

Sita dan Juru Sita Pengganti.  

Kesiapan fasilitas dan kemampuan pemanfaatan sarana juga salah satu 

keharusan yang mesti ada, hal ini karena adanya keharusan bagi Juru Sita atau 

Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan atau memfublikasikannya kepada 

masyarakat umum untuk dapat diketahui dalam kasus pihak berperkara tersebut 

ghaib atau tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia. 

c. Tahapan Pelaporan. 

Di dalam tahap pelaporan cepatnya informasi yang dibutuhkan 

tergantung pada kesiapan data yang ada pada Juru Sita atau Juru Sita Pengganti, 

selain itu keaktipan para aparatnya juga dapat mempermudah lancarnya proses 

persidangan.  

Keaktipan dan kelengkapan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti dalam 

mengisi papan informasi yang berisi informasi mengenai tanggal penyerahan, 

keterangan mengenai hasil penyampaian dan keterangan mengenai asal bantuan 

pemangilan dapat memberikan pengaruh positif terhadap cepatnya penyampaian 

pelaporan. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Praktek Penyampaian Relas 

Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di 

Pengadilan Agama Pelaihari. 

a. Banyaknya Jumlah Perkara. 

Banyaknya jumlah perkara merupakan salah satu kendala yang mesti harus 

dihadapai para Juru Sita dan Juru Sita Pengganti. Sejalan dengan peningkatan 

jumlah penduduk maka berbagai problem yang terjadi dimasyarakat juga semakin 

meningkat. Permasalahan yang muncul beraneka ragam sehingga menuntut 

kesiapan para aparat penegak peradilan untuk bekerja ekstra. 

Menurut Bapak H. Anwar Usman, S.H., M.H., selaku Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. 

Dalam sambutannya saat pembukaan, Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan 

Profesionalisme bagi jurusita / jurusita pengganti Peradilan Agama, Umum dan 

TUN, di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Pengadilan Tinggi 

Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang 

diselenggarakan di Batu, Malang tanggal 20 s.d. 23 November 2007 menyatakan 

bahwa “karena banyaknya jumlah perkara dan cakupan wilayah yang cukup luas 

di Jawa Timur. Beliau juga menyatakan tujuan pelaksanaan ini adalah supaya 

jangan sampai ada lagi jurusita / jurusita pengganti yang dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari di lapangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”
30

 

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa indikasi terjadinya penyimpangan 

dalam praktik penyampaian relas panggilan disebabkan oleh banyaknya jumlah 

perkara. 

 

                                                           
30

 Helmi Indra Mahyudin, Tantangan Profesionalisme Jurusita Dalam Melaksanakan 

Tugas, http//www.badilag.net,21/11/2007 
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Jika melihat dari tabel data perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 

Pelaihari baik itu yang murni perkara Pengadilan Agama Pelaihari maupun yang 

bukan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana praktik 

penyampaian panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita maupun Juru Sita 

Pengganti.  

b Jumlah tenaga 

Ketersediaan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti sangatlah penting, hal ini 

karena selain Juru Sita merupakan pelaku atau pelaksana tugas pemanggilan  yang 

ditunjuk dan diangkat secara resmi oleh Ketua Pengadilan keberadaan Juru Sita 

juga berpengaruh kepada kinerja Hakim dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor : 143/MKA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang 

“Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola 

Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi 

Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi 

Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, 

Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan 

Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas 

dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI” menyebutkan bahwa jumlah 

Juru Sita Pengganti untuk masing-masing Pengadilan diangkat paling banyak 2 
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(dua) kali jumlah Juru Sita.
31

 Adapun untuk jumlah Juru Sita untuk masing-

masing Pengadilan sebagai berikut : 

1) Pada Pengadilan Kelas I.A sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 

2) Pada Pengadilan Kelas I.B sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang. 

3) Pada Pengadilan Kelas II sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
32

 

Ketersediaan jumlah tenaga operasional dapat meningkatkan mutu dan 

kualitas pemanggilan. Jumlah tenaga yang cukup dapat mengurangi beban kerja 

dan munculnya pelanggaran dalam praktik pemanggilan, seperti yang terjadi pada 

pemanggilan yang dilakukan pada waktu malam hari tersebut. 

Peningkatan jumlah tenaga tersebut dapat dilakukan dengan mengacu 

pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 

143/MKA/SK/VIII/2007 sehingga peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan tersebut dapat terwujud sehingga dapat terwujut penegakan hukum acara 

perdata sebagaimana yang disebutkan oleh Mukti Arto mengenai Hukum Acara 

perdata agama.  

c. Latar belakang pendidikan, pembinaan dan pelatihan 

                                                           
31

 Mahkamah Agung RI, Administrasi Perencanaan,Pola Kelembagaan Peradilan, 

Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata 

Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola 

Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, 

Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah 

Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, (Jakarta: 2007) hal.113 

32
 Ibid, hal 114 
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Latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi kegiatan juru sita atau 

juru sita pengganti dalam melaksanakan tugas kejurusitaan. Pendidikan yang 

tinggi mempengaruhi kualitas kerja yang dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari 

bagaimana para juru sita dan juru sita pengganti menyelesaikan masalah-masah 

yang ada di lapangan. 

Pembinaan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat meningkatkan 

kualitas juru sita dan juru sita pengganti dalam menyelesaikan tugas yang 

diembankan kepadanya.  

Latar belakang pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi jalannya 

proses pemanggilan, hal ini karena banyaknya permasalahan yang muncul ketika 

terjadi di lapangan mengharuskan Juru Sita dan Juru Sita Pengganti untuk selalu 

bertindak propesional, demi lancarnya proses persidangan. 

Banyaknya pembinaan baik itu yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua 

maupun para Hakim dapat meningkatkan pemahaman akan pentingnya praktik 

penyampaian relas panggilan yang benar bagi penegakan hukum dilembaga 

peradilan khususnya peradilan agama. 

Seringnya melakukan pelatihan-pelatihan terhadap Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti akan menumbuhkan pengalaman dan kesiapan aparatnya ketika 

menghadapi permasalahan yang muncul dikemudian hari di lapangan. Tidak 

hanya menunggu masalah itu datang akan tetapi pelatihan yang rutin harus dapat 

ditingkatkan. 

d. Keterbukaan Informasi 
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Pentingnya keterbukaan informasi di lingkungan peradilan dapat terlihat 

dari lahirnya KMA No. 144/KMA/SKIVIII/2007 TAHUN 2007 tentang 

Keterbukaan informasi di pengadilan, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 

yang berbunyi “Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Selain itu berdasarkan penjelasan UU No.14 tahun 2008 menyebutkan 

salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang 

terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin 

terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan 

negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk 

memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan 

masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. 

Peningkatan layanan terhadap keterbukaan informasi publik dapat 

memberikan pengaruh positif bagi lembaga peradilan. Selain masyarakat berhak 

untuk mengetahui bagaimana proses yang berlaku di lembaga peradilan agama 

dilain hal keterbukaan informasi juga dapat memberikan pembelajaran kepada 

masyarakat mengenai hukum acara perdata itu sendiri. 

e. Sarana dan prasarana. 

 Ketersediannya fasilitas pendukung baik itu yang berupa alat transfortasi 

dan komonikasi juga sangat berperan aktif. Hal ini biasanya yang paling sering 
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berpengaruh terhadap kelancaran penyampaian relas panggilan, sebab kendala 

yang umumnya muncul dan berpengaruh kepada lambannya proses penyelesaian 

perkara dipersidangan disebabkan oleh jarak antara tempat tinggal para pihak dan 

tempat persidangan sangatlah jauh ditambah lagi medan tempat yang sangat sulit 

untuk dicapai. 

Fasilitas yang ada di Pengadilan Agama Pelaihari dalam 

perkembangannya saat ini sudah dirasa cukup memadai hal ini terlihat dari 

ketersediannya kendaraan operasional roda 2 untuk Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti walaupun tidak merata seluruhnya. 

Selain itu perlunya kemampuan dalam pemanfaatan pasilitas jaringan 

yang ada di pengadilan dapat mempermudah kerja Juru Sita dan Juru Sita 

Pengganti itu sendiri sejalan dengan perkembangan IPTEK yang ada saat ini. 

f. Monitoring dan Evaluasi 

Yang dimaksud dengan monitoring adalah suatu kegiatan mengawasi proses 

pelaksanaan kerjasama di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil 

pengawasan itu melahirkan berbagai informasi tentang keberhasilan dan kendala 

atau masalah yang dihadapi.
33

 Dalam wikifidia disebutkan “Supervision means the 

act of watching over the work or tasks of another who may lack full knowledge of 

                                                           
33

 Departeman Agama RI, Rencana Induk Pengembangan Peradilan Agama 2000-2009, ( 

Jakarta:2000), hal.102 



67 

 

 67 

the concept at hand. Supervision does not mean control of another but guidance in 

a work, professional or personal context.”
34

 

Yang dimaksud dengan evaluasi adalah suatu kegiatan penilaian yang 

dilakukan terhadap hasil yang dicapai di dalam proses kerjasama mencapai tujuan 

yang ditetapkan dengan cara membandingkan tujuan yang hendak dicapai dengan 

kenyataan hasil yang diperoleh.
35 Atau dapat juga diartikan “Evaluation is 

systematic determination of merit, worth, and significance of something or 

someone using criteria against a set of standards.”
 36

 

Monitoring dan evaluasi tidak harus menunggu adanya laporan, akan 

tetapi harus dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus agar dalam 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Peran masyarakat mempengaruhi 

bagaimana proses penyampaian, oleh karenanya dukungan dari masyarakat sangat 

diharapkan. 

Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya keperdulian masyarakat 

terhadap kinerja juru sita dan juru sita pengganti adalah dilandasi atas kurangnya 

informasi yang diperoleh.  

 

 

                                                           
34

Penelusuran Google.www.en.wikipedia.org/wiki/Supervision 

35
Departeman Agama RI op.cit, hal 102 

36
Penelusuran Google.www. en.wikipedia.org/wiki/Evaluation 


